
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II 
Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran 
penyelenggaraan tugas pemerintahan, 
pembangunan, dan pelayanan kepada 
masyarakat maka perlu menggunakan fasilitas 
Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas 
Operasional; 

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi 
dipandang penting melakukan penataan tanda 
nomor polisi kendaraan dinas jabatan dan 
kendaraan dinas operasional; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Wall Kota tentang 
Penataan dan Penetapan Tanda Nomor Polisi 
Kendaraan Dinas Jabatan Dan Kendaraan Dinas 
Operasional Lingkup Pemerintah Kota Kcndari; 

WALT KOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PENATAAN DAN PENETAPAN 
TANDA NOMOR POLIST KENDARAAN DINAS 

JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 
LINGKUP PEMERJNTAH KOTA KENDARI 

TENTANG 

PERATURAN WALT KOTA KENDARl 
NOMOR 5' TAHUN 2023 

WALlK.OTA KENDA~I. 



Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di.maksud dengan : 
1 . Daerah adalah Kota Kendari. 

Pasal 1 

BABl 
KETENTUAN UMUM 

MENETAPKAN : PERATURAN WALi KOTA TENTANG PENATAAN 
DAN PENETAPAN TANDA NOMOR POLIS! 
KENDARMN DTNAS JABATAN DAN KENDARAAN 
DINAS OPERASIONAL LlNGKUP PEMERlNTAH 
KOTA KENDARI. 

MEMUTUSKAN : 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 92, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5522) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pernerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

5. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 7 Tahun 
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana 
Kerja Pernerintah Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
2006 tentang St.andarisasi Sarana dan Prasarana 
Kerja Pemerintah Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 19 Tahun 
2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 547); 

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Registrasi dan ldentifikasi Kendaraan Bermotor; 

8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran 
Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) 
sebagai.mana telah diubah beberapa kali terakbir 
dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor S Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran 
Daerab Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1 l). 



Segala biaya yang timbul dalarn pengadministrasian Kendaraan 
Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Pemerintab 
Daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Perangkat Daerah, 
Kementedan, Lembaga, Badan dan Komisi masing-rnasing. 

Pasal 5 

BAB TIT 
PEMBIAYMN 

Penataan dan Penetapan Tanda Nornor Polisi Kendaraan Dinas 
Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 ayat (l) tercanturn dalam Lampiran yang merupakan 
bagia:n tidak terpisahkan dari Pcraturan Wali Kota ini. 

Pasal 4 

Penyediaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas 
Operasional dilaksanaka:n sesuai dengan peraturan Perundang 
Undangan dan kemampuan Keuangan Daerah. 

Pasal 3 

(1) Peoataan dan Penetapan Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas 
Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional untuk Perangkat 
Daerah, Kementerian, Lembaga, Badan dan Komisi. 

(2) Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 
tujuan dan kepentingan kedinasan. 

Pasal 2 

BAB TI 
DASAR DAN TUJUAN 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai penyelenggara 
peroerintahan daerah yang memirnpin pelakasanaan unsur 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari. 
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD 

adalah unsur pernbantu kepala daerah dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah. 

5. Unit kerja adalab satuan kerja Perangkat Daerah, Kementerian, 
Lembaga, Badan dan Kornisi. 

6. Kendaraan Dinas adalah kendaraa:n milik Kementerian, Lembaga, 
Sadan, Komisi dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk 
kepentingan dinas, 

7. Kendaraan Dinas Jabat.an Pemerintab Daerah adalah kendaraan 
Milik Pernerintah Daerah yang dipergunakan dalam pelaksanaan 
tugas kedinasan. 

8. Kendaraan Dinas Jabatan Kementerian, Lernbaga, Badan, Komisi 
adalah kendaraan Milik atau Pinjam Pakai yang dipergunaka:n 
untuk Pejabat dalam melaksanakan tugas kedinasan. 

9. Kendara.an Dinas Operasional adalah kendaraan rnilik Pemerintab 
Daerah yang dipergunakan untuk pelayanan langsung 
operasional. 
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Diundangkan di Kcndari 
Pada tanggal 21 -2- 2023 

'~· WALI KO A KENDARI, 

Ditetapkan di 7-1 Kendari 
pada tanggal 11-1- 2023 

PARAF KOOROINASI 
NO. iNSTASASJ I UNfT KERJA PA fl,~ F 
1 A~· Pf'I?\'<', Vr"l·t.. c 
2 k<\ · l',l<AO ~I 

ffi~Ct4 - 3 l-t41<'<WI v_... 
. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintab.kan perundangan 
Peraturan Wall Kota ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah 
Kota Kendari. 

Peraturan Wali Kata ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Wall Kota ini mulai berlaku, Peraturan, Wali Kota 
Kendarl Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan/Penetapan Tanda 
Nomor Palisi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas 
Operasianal/Lapangan Lingkup Pemerintah Kota Kendari (Berita 
Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 21), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7 

BABV 
KE'l'ENTUAN PENUTU P 

Pemakaian Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan dan 
Kendaraan Dinas Operasioual yang relah ditetapkan sebelum 
Peraturan Wali Kota ini, paling lama 1 (satu] tahun menyesuaikan 
pada lampiran peraturan ini. 

Pasal 6 

BABIV 
KETENTUAN PERALIHAN 



A. PIMPINAN LEMBAGA 
NOMOR 
POLISl 

1 Wali Kot.a. Kendari DT 1 E 

2 Wakil Wali Kota Kendari DT 2 E 

3 Ketua DPRD Kota Kendari DT 3 F. 

4 Ketua Keiaksaan Nezeri Kendari DT 4 B 

5 Ketua Penaadilan N,,aeri Kendari DT5£ 

6 Sekrct.aris Daerah Kota Kendari DT6£ 

7 Wakil Ketua l DPRD Kola Kendari DT7 E 

8 Wakil Ketua 2 DPRD Kota Kendari DT8 E 

9 Ketua Penzadilan Aaama Kendari DT9 E 

B. ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH 
1 Aslsten Pemerintahan. dan Keselahteraan Rakvat rrr 10 E 

Aaman Tata Pernerintahan irr 101 F: 
Bazian Kcseiahteraan Rakvat DT 102 E 

Bazian Hukum DT 103 E 

Ba,,.ian Keriasama DT 104 E 

2 Asisten Perekonomian dan Pcmbanzunan DT ll s 
Baaian Sumbcr Dava Alam rrr n i e 
Daman Pcrckonomian DT 112 E 
Baaian Penzadaan Baran2 dan Jasn DT 113 E 
Baaian Administrasi Pembangu nan DT 114 E 

3 Aststen Administrasl Umum OT 12 E 
Bazian oreantsasi DT 121 E 
Bazian Protokol dan Komunikasi Pimoinan DT 122 t: 
Bastian Umum DT 123 8 
8°.rlan Perencanaan dan Keuanean DT 124 s 

C. OPD- IBADAN. DINAS. DIREKTUR RUMAH SAKIT. STAF AHLil 
1. INSPEKTORAT 
l lnspektur OT 13 E 

2 Sekrctaris OT 131 E: 
3 lnsoektur Pembantu Wilayah l OT 132 E 

4 Inspektur Pernbantu Wilavah n DT 133 E 

5 Tnsnektur Pembantu lnvestizasi DT 134 £ 

6 tnsnektur Pembantu Wilavah 11) DT 135 E 

7 Insnektur Pembantu Wilavah IV DT 136 E 
2, BADAN PERENCAN.AAN PEMBANGUNAN OAERAB 
l Kepala Badan or 14 E 
2 Sekretaris OT 141 E 
3 Bldanz Perencanaan, Peneendalian dan Evaluasi Pembanzunan Daerah OT 142 E 
4 Bidanz Perekonomian dan Sumber Dava AID.m DT 143 F: 

5 Bidana Pemerlntahan dan Pembanzunan Manusia DT 144 ls 

6 Bidana Tnfrasrruktur dan Kewilavahan l)T 145 E 

7 Ri<la no: Penelitian dan Penzernbangan 
3. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 
l Kenala Badan DT 15 8 
2 Sekretaris DT 151 E 

3 Bidanz Pencadaan, Pemberhentian dan Informasi D'I' 152 E 
4 Bidanz Mutaai dan Promosi DT 153 E 

5 Bidana Pcnltemb"n"',m Komnetensi Aoaratur DT 154 E 

6 Bidanz Penilaian Kincria Aoaratur dan Penzharaaan OT 155 E 

DAFTAR TANDA NOMOR POLISI KENDA.RA.AN DUl'AS JABATAN 
DAB KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/ LAPANGAN 

LAMPIRAN 
P!,;l<ATURAN WALi KOTA KENDARI 
NOMOR S"TAI-IUN 2023 
TENTANG 
PlcNATAAN DAN PENl!:TAPAN TANDA NOMOR POLIS! 
KENDARAAN DINASJABATAN DAN KENDARMN DINAS 
OPERASlONAL LINGKUP PEM8RINTAH ROTA KENDARI 



. 4. BAD.AN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
1 KenalaBadan 

OT l6E 

2 Sekretaris 
OT 161 i,; 

3 Bidang Anzaaran 
OT 162 E 

4 Bidana Perbendaharaan dan Kas Daerah 01' 163 E 

5 Rid:mg Akuntansi dan Pelaooran 01' 164 E; 

6 Bidanz Aser 
OT 165 E 

5. BADAN PENDAPATAN DAERAJI 
l Kenala Badan 

IY!' 17 E 

2 Sekretoris 
OT 171 B 

3 Bidang Pendanatan Wilavah I 
OT 172 E 

4 Bic;lan2 Pendapatan Wilavah IL DT 173E 

5 Bidanz Pendapatan Wilavah Ill DT 174 E 

6 Bidana Penzawasan T'endaoatan Daerah OT 175 E 

6. SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
1 Kcnala Badan DT 18E 

2 Sekretaris 
DT 181 E 

3 Bidanu tdeolozi, wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa DT 182 E 

4 Bidang Politik Dalam Negeri OT 183 P~ 

5 Bida.n2 Ketahanan Ekonomi. Sosi:il, Budava, Aaama dan Orzanisasi Kcmasvarakatan OT 184 £ 

6 Bidang Kewaspadaan Nasional clan Penanzanan Konllik OT 1$5 E 
7. BAD.AN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

1 Keoala Pelaksana OT 19 E 

2 Sekretaris Unsur Pelaksana OT 191 E 

3 Bldanl! Pencesahan dan Kesiaosiazaan OT 192 E 

4 Ridanl!: Kedarurntru, dan Lozistik DT 193 B 

5 Bidanz Reha bilitasi dan Rekunstruksi OT 194 E 
8. DJNAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 

1 Keoala Dinas OT 20 £ 

2 Sekretaris OT201 E 

3 Bidang Pernblnaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal D'l'202 E 

4 Bidana Pcrnbinaan Pendidikan Dasar DT 203 E: 

5 Bidanz Pembinaan Pendidikan. dan Tenaga Kependidikan DT 204 E 

6 Bidana Keoemudaan dan [{colahr0ao.an OT205E 

9. DINAS KESEHATAN 
l Kenala Dinas OT 21 e 
'2 Sekretaris DT211E 

3 Bidanc Kesehatan Masvarakat OT'.212 E 

4 Bidana Pencezanan dan Penaendalian Penvakit DT213 E 

5 Bidune: Pelavanan Kesehaian DT214 E 
6 Bidang Sumber Dava Kesehatan 01' 215 E 
10. DINAS PUPR 
\ Keoala Dina s OT22 1;; 

2 Sekretaris DT221 E 

3 Btdana Sumber Daya Air DT222 E 

4 Bidan11: Bina Mru·.,,a. ITT223E 

5 Bidane: Cinta Karva lJ'J' 224 F. 

6 Bidang Penataan Ruan" OT 225 1£ 

7 Bidana Bina Konstruksi OT226 E 
11. DINAS PERUIIIAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 
J Kepala Dinas DT23E 

2 Sekretaris DT231 B 

3 Bidana Perumahan 01' 232 E 

4 Bldanz Kawasan Permukiman DT 233 E 

5 Bidanz Pertanahan DT234 F.: 



, 12. DINAS KEBAKARAN 
l K~Dinas DT24 E 

2 Sekretaris DT24l E 

3 Bidanz Pcncegahan DT242E 

4 Bldanz Pernadaman or 243 E 

5 Bidana oenvelamatan DT244 E 

6 Bidanz Sarana dun Prasarana DT245E 

13. DINAS SOSIAL 
1 Kenala Dinas OT 25 h: 

2 Sckretaris DT 251 E 

3 Bidana Perlindungan dan Jaminan Sosial DT252 E 

4 Bidanz Rehabilitasi Sosial O'r253 E 

5 Bidane Pemberdavaan Sosial DT254 B 

6 Bidanz Penanaanan Fakir Miskin DT255 E 

14. DINAS PERHUBUNGAN 
l Kenala Dinas DT26E 

2 Sekretaris nT261 E 

3 Bldanz Anakutan or 262 F, 

4 Bidansr Teknis Sarana dan Prasarana OT 263 le 

5 Bidang Lalu Lintas .Ialan DT264E 

15. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 
l Kcpala Dinas 01' 27 E 

2 Sekretaris 11r 271 E 

3 Bidan° Kcbudavaan OT 272 R 

4 Bidans &konomi Krcatif DT273 B 

5 Bidanz Destinasi dan lndustri Pariwisata OT 274 E 

6 Bidana Promos! dan Pernasaran DT275 E 

16. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
1 Kenala Dinas DT28 E 

2 Sekretaris !YI' 281 E 

3 Bidane Pelavanan Pendaftaran Peoduduk DT28'2 E 

4 Bidanz Pclavanan Pencatatan Sinn DT283 E 

5 Bldanz Penzelolaan lnformasi Administrasi Kenendudukan DT284 E 

6 Bidanu Pemanfaatan Data dan Inovasi DT285 E 

17. DINAS PERTANIAN 
l Kena la Dinas DT29E 

2 Sekretaris 01' 291 E 

3 Bidanz Prasarana, Sarana dan Penvuluhan OT 29'.2 8 

4 Bidana 'l'anaman Pangan DT293 E 

5 Bidan" Perkebunan dan Hortikultura 01'294 E 

6 Bidan2 Petemakan dan Kcsehatan Hewan trr 295 B 
18. DINAS PERIKANAN 

I Kenala Dinas DT 30 B 

2 Sekretaris DT301 E 

3 Bidan" Pemberdavaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan DT 302 E 

4 Bidana Perizinan, Pembinaan Mutu dan Penzelolaan Temnat Pclelanaan ).kan OT 303 E 

5 Bidanz Usaha Budidava dan Perbenihan DT304E 



19. DINAS PERDAGANGAN. KOPERASJ. USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 
I K=ata lJ!nas DT 31 E 
2 Sekretaris OT 311 E 
3 Bidanz Perdazanaan OT 312 E 
4 Bidana Kemetrolozian OT 313 E 
5 Bidanz 'Konerasi lJT 314 E 

6 Bidanz Pemberdavaan Usaha Mikro. Kccil dan Menenaah OT 315 e; 
20. DINAS LINGKUNGAN HlDUP DAN KEHUTANAN 

1 Kena Ia Oinas OT32 E 
2 Sekreraris DT 321 E 
3 Bidan<r Tata Linzki mzan DT322 E 
4 Bidanz Peninakatan Kanasitas dan Pernanrauan Linzkunaan OT 323 E 
~ Bidanz Persani-;;..;;1,an dan Lim.bah Bahan Berbahava dan Beracun OT 324 B o 
6 Bidane Kebersihan DT325 E 

21. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
1 Kenala Dinas DT 33 E 
2 Sekretaris OT 331 E 
3 Bidana Pelernbazaan Penzarusutaamaan Gender dan Pembcrdavaan Perempuan OT 332 E 
4 Bidanz Pen eembanaan Data dan Inforruasl Gender dan Anak DT333 E 
5 Bidans Pelernbaaaan Pemenuhan H.ak Anak DT334 E 
6 Bidanz Lavanan Perlindunzan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan DT 335 E 

22. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 
]. Kenala Dinas DT34 E 
2 Sekretaris DT341 E 
3 Bidanz Penzendalian Pendudnk Penvuluhan dan Penaaerakan DT342 E 
4 Bidanz Keluaraa Berencana P1' 343 i,; 

5 Bidanu Ketahanao dan Keseiahteraan Keluarza DT 344 E 
23. DINAS KOMUNIKASJ DAN JNFORMATJKA 
l Kenrila Dinas DT35E 
~ sekretarls DT 351 E 
3 Bidanz Informasi dan Komunikasi Puhlik OT 352 ~~ 
4 Bidanc Penvelenggaraan E-Ooverrunent DT353£ 
5 Bidanz Teknotoui Lnformasi. Komunikasi dan Persandian OT 354 E 

24. DINAS TENAGA KERJA DAN PERJNDUSTRIAN 
l KcnaJaDinas DT36E 
2 Sekretaris OT 361 E 

3 Bidanz Penemuatan dan Pelatihan 1'en<>0a Kena DT362 E 
4 Bidana Pembinaan Hubunzan Industrial & Jaminan Sosial Tenaza Kcria DT363 E 
5 Bidang Pembangunan sumber Dava lndustri OT 364 E 
6 Bidana Sarana dan Prasarana Pemberdavaan lndustri DT365 E 

25. DIMAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
l Kcoala Dinas DT37 £ 
2 Sekretaris DT 371 e; 
3 Bidane Penanaman Modal 01' 372 E 
4 Bidane Pcndaftaran Perizinan dan Penzaduan Masoarakat or 373 E 
5 Bidana Pengu iian Teknis, Koordinasi dan Pcnaawasan DT 374 E 

6 Bldana Penetapan, nenaelolaan Perizinan Non Perizinan dan Data DT375 E 
26. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

1 Kenala Dinas DT38E 
2 Sekretaris D1' 381 E 
3 Bidana Pengembangan Kolekst, Penzolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan DT382E 
4 Bidana Penaembanean Peroust.akaan dan Pembudavaan KertemAran Membaca DT 383E 
5 Bidana Penvelenaaarnan Kearsinan DT384 E 



27. DINAS KETAHANAN PANGAN 
I xeoata Dinas or 39 E 
2 Sekrctaris !YI' 391 E 
3 Bidan" Ketersediaan dan Kerawanan Pangan DT 392 E 
4 Bidang Distribusi dan Cadangan Panean DT 393 E 
5 Bidana Konsurnsi dan Keamanan Panzun OT 394 E 

28. SEKRETARlAT DPRD 
1 Sekretaris Dewan or 40 ~~ 
2 Bazian Umum DT401 E 
3 8a11ian Hukum Dan Persidanzan DT402 E 
4 B<>«ian Keuanzan DT403 8 

29. SATUAN POLJSI PAMONG PRAJA 
1 Kenala Satuan DT41E 
2 Sekretaris DT4ll E 

3 Bidana L(etertiban Umum dan Kctentraman Masvarakat DT412E 
4 Bidang Penezakkan Pcraturan Daerah DT 413 s 
5 Bidang Perlindunzan Masvarakat DT414 E 
6 Bidana Pernbinaan Masyarakat DT 415 E 
30. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
l Oirektur DT42 E 
2 Wakil Direktur Umum Dan Keuan,i:an 01'421 8 
3 Wakil Dtrektur Pelavanan DT422E 
4 Baaian Sekretariat OT423 E 
5 Baaian Perencanaan or 424 E 

6 Bgaian Keuanzan OT425 E 
7 Bidanz Pelavanan Medik DT426 E 

8 Bidanz Pelavanan keoerawatan DT 427 E 

9 Bidanz Pelavanan Penunlanu DT428E 
31. RUMAH SAKIT UMUM ANTERO HAMRA 
l Direktur DT 4.3 E 

32. STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN. SDM DAN KERJA SAMA DT44E 
33. STAF AHLI BIDANG EKONOMI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DT458 
34. STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN. POLITIK HUKUM DAN HAM DT 46 E 
D. KECAMATAN 

1 Carnat Kendari U'I' 501 E 
2 Camas Mandonaa DT 502 E: 
3 Camat Poasia DT 503 E 
4 Carnat Kendari Barnt DT 504 E 

5 Camat Baruaa DT 505 E 
6 Camat Abcli OT506 E 
7 Carnal Kadia DT507 E 
8 Camm Wua-Wua DT 508 E 
9 Camat Puwatu DT 509 E 

10 Camat Kambu OT510 E 

11 CamatNambo OT 511 E 
E. LEMBAGA VERTIKAL 
I Kepala Badan Pusat Stanstik Kota Kendari DT601 B 
2 Kepala Kementerian Azama Kota Kendari DT 602 ~; 

3 Kepala Badan Pertanahirn Nasional Kola Kendari DT603 E 
4 Badan Narkotika Nasional Kota Kenrtari [YI' 604 E 

5 Sekretaris KPU D'l' 605E 

6 Sekretaris Bawaslu nr 606 E 

AKENDARI, - PARAF KOORDINASI 
NO. iNSlASASl I UNll KERJA PAR A f 

1 Vise-,~~-~ •l•mb- /, 

2 \<c,. 11,\~A D - v n J- 
3 \<o,bOrt H '11<'<"' Ir 

' 4 
~ 
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